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RINGKASAN TESIS :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksekusi pidana
tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi dana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003 Kota Surakarta yang
seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dan upaya
yang harus ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi

hambatan eksekusi pidana tambahan

pembayaran uang pengganti bagi para

terpidana korupsi yang tida m ;' melunasi sisa"pembayaran uang pengganti.

Penelitian ini upakan |§mml ian n’
legal research). E |tinja nya pe ini termasuk penelitian hukum
yang bersifat riptif® entukgpenelitian in%paka penelitian evaluatif.
Penelitian ini_meng an pende Kualitatif. fata yang digunakan dalam

pengumpulan .-.'j_.

atau non doktrinal (socio

Studi k@stakaa Teknik analisis data

dalam penelitian Tqi atify dep@an komponen reduksi

bahwa hambatan yang dihadapi ejakaan egeri Surakarta dalam melaksanakan
eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap para terpidana
korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2003
Kota Surakarta, karena Jaksa masih menggunakan paradigma lama dalam sistem
pembuktian yaitu dengan menggunakan pendekatan Follow The Suspect
(mengikuti tersangka). Kedua, bahwa upaya yang harus ditempuh oleh pihak
Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi problematika hambatan eksekusi
pembayaran uang pengganti para terpidana korupsi adalah dengan menggunakan
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam upaya pengembalian keuangan negara. Karena dalam
undang-undang tersebut dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik dan

menggunakan pendekatan Follow The Money (menelusuri aliran uang).
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ABSTRAK

Anjar Lea Mukti Sabrina, S.331202001. 2013. PROBLEMATIKA
EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) PERUBAHAN 2003 KOTA SURAKARTA.
Tesis : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksekusi pidana
tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi dana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan 2003 Kota Surakarta yang
seringkali dihadapkan padasbesbagéi kéndalasdalam pelaksanaannya, dan upaya
yang harus ditempuh @ eh plhak Kejaksaan Negeri} \Surakarta dalam mengatasi

hambatan ekseku5| . dana, tama,h ayara .uang pengganti bagi para
terpidana korupsi ya mampl '.' yaran uang pengganti.

Penelitianini me ‘*ligy';;?oé“’ jenisppe 1/&Mpiris atau non doktrinal (socio
legal research). .|tgr?$§‘ i sifatify /a "peneli _._- Aerma k penelitian hukum
yang ber5|fat deskri pene'lan ini merupakanipenelitian evaluatif.
Penelitian inig ‘engguiﬁ('an perdekatan Kualitati a yan ) digunakan dalam
penelitian inl :

af: imer data skunder terd|r| dar|

pengumpulan da e i kepu akaa Teknlk anaI|S|s data
L ' . deng komponen reduksi

data, sajian data dan penar e:,;‘ e3|mpulan
Berdasarkan® isil penélitian_dan pemiahasany S|Ikan simpulan, kesatu
bahwa hambatan yang lihaddpi Kej aksaan Ne .p Surakarta dalam melaksanakan
eksekusi pidana tambaha n_per b f\* ran F g pengganti terhadap para terpidana
korupsi dana Anggaran Pendapatan, ¥ Daerah (APBD) Perubahan 2003
Kota Surakarta, karena Jaksa maS|h menggunakan paradigma lama dalam sistem
pembuktian yaitu dengan menggunakan pendekatan Follow The Suspect
(mengikuti tersangka). Kedua, bahwa upaya yang harus ditempuh oleh pihak
Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengatasi problematika hambatan eksekusi
pembayaran uang pengganti para terpidana korupsi adalah dengan menggunakan
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam upaya pengembalian keuangan negara. Karena dalam
undang-undang tersebut dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik dan
menggunakan pendekatan Follow The Money (menelusuri aliran uang).

Kata kunci: Eksekusi, Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.



ABSTRACT

Anjar Lea Mukti Sabrina, S.331202001. 2013. THE PROBLEMS EXECUTION
CRIMINAL ADDITIONAL PAYMENT COMPENSATION OF FUND
CORRUPTION CASE LOCAL AN INVESTMENT BUDGET AMENDMENT
OF 2003 SURAKARTA CITY. Thesis: Post Graduate Faculty of Law, Sebelas
Maret University.

This research aims to determine the conditions of the problems execution
criminal additional payment compensation of fund corruption case local an
investment budget amendment of 200 _ surakarta city are often faced with many

obstacles in this |mpleme d be taken by Surakarta District
Attorney in overco i additional payment
compensation for the o] I an investment budget
amendment of 20 ay the remaining of the

qualitative -;'-"j._" [ Study, s ,
y data onsi imany ,flegal materials and

data, seconda

nao eresultlng conclusion
‘Surakarta District Attorney

ditiona / ‘compensation of fund corruption case
local an investment budget Amendment ‘off surakarta city, because the
prosecutors are still using the old paradigm of proof systems by using approaches
Follow The Suspect. Secondly, the efforts must be taken by the Surakarta District
Attorney in overcoming obstacles problematic execution of the payment of
compensation convicted of corruption is to use the Law 8 of 2010 on the
Prevention and Eradication of Money Laundering in the country's financial
recovery effort. Because in the law to permit reverse authentication systems and
approaches Follow The Money.

Key words: Execution, Payment of Compensation, Corruption.



